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ABSTRAK 
 
 

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan 
nasional yang dikembangkan melalui upaya kesehatan. Wujud pelayanan 
kesehatan dilaksanakan melalui tiga komponen utama yang tidak dapat 
dipisahkan yaitu upaya kesehatan, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. 
Untuk melaksanakan upaya kesehatan diperlukan tenaga kesehatan.  Terapis gigi 
dan mulut adalah salah satu tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan 
kesehatan pemerintah salah satunya puskesmas. Pengaturan tentang izin dan 
penyelenggaraan praktek terapis gigi dan mulut tercantum pada Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016, yang salah satu pasalnya 
menyebutkan tentang kewenangan terapis gigi dan mulut dalam pemberian resep 
dan obat atas mandat dari dokter gigi. 

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis dengan 
spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer 
dan data sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi 
lapangan dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan. 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analis data kualitatif. 

Dari hasil penelitian terdapat ketentuan yang berbeda di dalam 
pengaturan mengenai pemberian resep dan obat oleh terapis gigi dan mulut. 
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016, terapis gigi dan 
mulut dapat memberikan resep dan obat atas mandat dari dokter gigi sementara 
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa 
pemberian resep hanya dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Dalam 
pelaksanaanya di puskesmas yang menjadi objek penelitian, diketahui bahwa 
semua terapis gigi dan mulut yang menjadi responden dalam penelitian ini 
melakukan pemberian resep dan obat. Sehingga hal ini tidak memenuhi 
perlindungan hukum bagi pasien. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut 
adalah faktor yuridis terkait dengan peraturan yang saling bertentangan, faktor 
sosiologis terkait perilaku pasien dan tenaga medis dan faktor teknis terkait 
dengan kurangnya jumlah sumber daya manusia di puskesmas. 

 
Kata kunci: terapis gigi dan mulut, pemberian resep dan obat, kewenangan 

terapis gigi dan mulut 
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ABSTRACT 

	
 Health services are one of the aspect of national development which is 

developed through health efforts. The form of health services is carried out through 
three main components, which are health efforts, health workers, and health 
facilities. Dental and mouth therapists are one of the health workers who work in 
government health service facilities, such as a public health center. Regulations on 
the licensing and operation of dental and oral therapist practices are listed in 
Minister of Health Regulation No. 20 of 2016, which mentions the authority of 
dental and oral therapists in prescribing and medication from the mandate of 
dentist. 

This research was a Sociological Juridical study with descriptive-analytical 
research specifications. This study used primary and secondary data carried out 
with field studies and literature studies. The data analyzed with qualitative data 
analysis method. 

The result showed different provisions in the regulation regarding 
prescription and medication by dental and oral therapists. According to Regulation 
of the Minister of Health No. 20 of 2016, dental and mouth therapists can provide 
prescribing and medication on the mandate of the dentist while in the Minister of 
Health Regulation No. 73 of 2016 states that the prescription can only be done by 
a doctor or dentist. In its implementation at public health center which was the 
object of research, it was known that all dental and mouth therapists who were 
respondents in this study administered prescribing and medication. So, this does 
not fulfill the legal protection for patients. Factors that influence this are juridical 
factors related to conflicting regulations, sociological factors related to the 
behavior of patients and medical personnel and technical factors related to the lack 
of human resources at the public health center. 
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